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ABSTRAK

Tujean pihak-pihak vang berperkara meoyerahkan perkara perdatanya kepada
pengadilan adalah untuk menyelesatkan perkars mereka secara tunlas denpan putusan
pengadilan. Akan tetapi putusan penpgadilan saja belum herarli sudah menyelesaikan
perkara mercka secars tuntas, kecuali kalau putusan terselast telah dilabssnokan
Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksebust) aduiah puiusan pengadilan
vang telah mempunyai kekvatan hukum tetap { e fracht van gewifsde) Sesuad
dengan sifat perkara perdala yang lebih banyak menyangkiet kepentingan pribadi
pihak-pihak yang berperkara, Ketsa Pengadilan Neceri hanvalzh memerintahkan
panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan
pelaksansan putusan dari pihak yang menang perkara. Selama  pesmohonan
pelaksanaan tidak ada, maka selama itn pola Ketua Pengadilan Neger tidak aken
memerintabkan paniters dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan
tersebut sudah mempunyai kekustan hukum tetap, Jadi inisiatif untek melaksanakan
putusan pengadilan ada pada pihak yang menang perkara. Oieh karena itu penulis
berkemginan meneliti lebih dalam menpenai pelaksanasn putusan pengadilan yang
telah mempunyai kehuatan hukum tetap dalam kesus senzkets tanah ulavat di
Pengadilan MNegeri Kelas [A Padang. Dari kenvataan tersebul, penulis mencaba
mengangkat ke dalam sustu penclitian dengan reang linghup permasalahannya,
Bagarmana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyat kekuatan hukum
telap dalam kasus sengketa tauah wlayat, apekah kendala yang dihadapi olch aparat
penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadifan yang telah TR EETY
kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tamah ulavat dan bapaimana
penyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ind, penelitizn yang digunakan oleh penulis
adalah yuridis sosiologis; pengumpulan data primer vang dilakukan langsung di
lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Megeri, Panitera,
Jurusita dan Polisi. Data sekunder berupa buku-buku dan dats tersier berupa kamus-
kamus, serta studi dokumen yang berisi data yang berhubungan depgan pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus
sengketa tanah wlayal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
eksekusi tanah ulayat dimulai dengan adanya permohonan eksekusi, penafsican biaya
perkara, peringatan (gammoning), menseluarkan  surat penetapan  eksekusi,
pelaksanain cksekusi il Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi 1ansh
ulayat adalah terjadinya huru-hara masa dan perlawanan secars teknik kekerasan
yang dilakukan oleh pihak vang kalah perkara.



BABI

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menverahkan perkara perdatanya
kepada pengadilan adalab untuk menvelesaikan perkara mereka secara funias
dengan putusan pengadilan. Alian tefapi putusan pengadilan saja belurn berart
sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, keanali kalan putusan tersabut
telah dilaksanakan’,

Putusan pengadilan vang dapat dilaksznakan (ehsefusi) adalah putussn
vang sudsh mempunyai kekuatan hukum tetap (in Aracht van gewiisde) yaitu
pufusan yang sudah tidak mungkin lagi di lawan dengan upaya hukum verzet,
bimding dan kasasi. Putusan pengadilan mengenai perkara di man pihak tergugat
lebile dari seorang dan diantaranya ada yang tidak menyatakan banding dan kasasi
pelaksanaannya  hamis meounggu sampai keseluruban  pofusan  mempusyai
kelmatan hukum tetap (MA. t, 3-12-1974 No. 1043 ]*J.-"Sip.-'l‘.-TJ'l]E.

Semua putnsan pengadilan mempunyai  kekvatan  eksekuforial vaitu
kekuatan unnuk dilaksanakan secara paksa olch alat-alat negara, Adamyva kekuatan
eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : ¥ Demi
Keadilan Berdasarkan Eetnhanan Yang hMaha Esa

Tidak semua putusan hakim dapal dilaksanakan dalam arti kata vang

schenarnya, vaitn secara paksa oleh pengadilan. Hanya puiusan yang bersifat

! Richem Syahrami, 1976, Hikien Acara Perdate g Linghangan Peradilan Ui, Pustaka Kaortim,

Takarta, hime 105
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Menghukum pibak yang dikalahkan untuk memenuht prestasi {condenmaroir)
sajalah yang dapat dilaksanakan, Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu
keadaan yang sah menurut hukum (declarafoir) dan putusan yang menciptakan suatu
keadaan hukum wang baru (constitutief) tidaklah memerlukan sarana pemaksa umtuk
melaksanakannyva, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka fenadinya
akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dan pibak vang dikalahkan,
maka oleh karena ity tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Jadi pelaksanasn putusan pengadifan tidak lain adalah realisasi dari pada apa yang
merupakan kewajiban dan pihak vang di kalahkan untuk memenubi suatu prestasi yang
merupakan hak dari pihak yang dimenangkan.

Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuvatan hukum tetap dan tidak
dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yane dihukum (kalah perkara), harus
dilaksanakan secara paksa, yvang dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua
Pengadilan Negen (Pasal 60 dan 65 ULl No 2 Tahon 1986, Pasal 195 ayat (1) HIR /206
ayal (1) RBg",

Sesual dengan sifial perkara perdata yvang lebih banyak menvangkut kepentingan
pribadi pihak-pihak yvang berperkara, Ketua Pengadilan Negeri barulah memerintahkan
panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan
pelaksanaan putusan dan pihak vang menang berperkara.  Selama permohonan
pelaksanaan tidak ada, selama 1w pula Ketwa Pengadilan Neperi tidak  akan

memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan

* Riduan $yahram, ap, cif, him. 106,
* Thidd



Melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sedah mempunym kekoatan
hukum tetap, Jadi iisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan ada pada pihak yang
menang berperkara, yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap pelaksanaan
putusan pengadilan tersebut.

Pelaksanaan putusan pengadilan mempunyat dua segt keptatan yakni, yang
dilakukan dar segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam UU vang
harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang, kedua dari segi pelaksanaan
atau realisasinya yang untuk schagian besar tidak diatur secara jelas’, Misalnya eksekusi
pengosongan sebush rumab atau bangunan kediaman uwmum, apabila dilaksanakan
pengosongan dan pembongkaran terhadap sebidang tanah vang di atasnya berdiri banyak
rumah tereksekust, Polisi sudah bersedia untuk membantunys berdasarkan kewajiban
vang dikehendaks UU. Walaupun sudah ada temagz bantwan dalam pengamanan
pelaksanaan, akan tetapi bagt para Ketua Pengadilan Megen masih timbul pertanyaan
yang mendasar yaiu, sampal berapa javhkah polisi dapat bertindak vang menurut hukum
diperkenankan dalam memberi bantuan iy, terutama perlawanan fsik di lapangan oleh
para tereksekusi yang tidak sekedar menentang telapi  bepar-benar  mengancam
keselamatan para petugas pengadilan dan polist sendin, akhirmya eksekusi menjadi gagal,

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, pencht fertank untuk
meneliti tentang: “PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAL KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA
TANAH ULAYAT No: 73/ B / K / 1980 PN. I'DG DI PENGADILAN NEGERI

KELAS IA PADANG™,

’ Deajuli Bazhar, 1984, Erseknd Putusan FPerkara Perdoty Sepl Hikim dene Peveperkar) Bk,
Akadenika Presinde, Fakara, Tim, 7



BAB IV

PENUTLIP

A, KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagau

berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam kasus senpketa tanah nlavat adalah scbagai berikut:

PFihak Pemohon mengajukan permohonan ekeckust.

Selama permohonan pelaksanaan eksekusi tidak ada selama it pula Ketua
Pengadilan Negen tidak akan memerintalikan panitera dan junssita untuk
melaksanakan putusan, meskipun puofusan tersebut sudah mempunyai
kekuatan Iukum tetap. Jadi dmisiatif wntuk  melaksanakan  putusan
penpadilan ada pada pibak yanp menang perkara,

Penaksiran biaya Perkara

Jika Kefua Pengadilan Nepen telah menenma permobonan eksekus dan
pihak vang menang, maka baru ditaksir biaya eksekusi yang diperiukan
dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperhikan melipati hiaya
pendaftaran cksckusi, biaya saksi-saksi, dan hiaya pengamanan serta lain-
lain yang diangeap periu.

Parinpatan {darinaniig)

Aovimerung merupakan tndakan berupa tepuran yang  dilakuban oleh
Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah apar pthak vang kalah

melaksanakan is1 putusan sccars sukarcla. Aaomaning dilakukan dengan
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melakuksn panglan terhadap pihak yanp kalah dergan menentukan har,
tanggal, dan jam persidangan dulam surat panggilan tersebui.

d. Menpeluarkan surat perintab eksckusi
Apabila wakty vang ditentukan dalam peringatan sudah lewat dan ternyata pihak
vanz kalzh tidak menjalankan putusan dan tidak maw menghadiri sidang
penngatan tanpa alazan yang sah, maka Ketua Penpadilan Neperi mengeluarkan
perintah eksekusi.

€. Pelaksanaan cksekust mil
Dalam pelaksanaan eksekusi, pamtera atau jurusita dibantu oleh dua orang saksi
berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera
atay jurusita vang melaksanakan eksekus:.

2. Kendala vang dibadapi olch aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan
pengadilan yang lelah mempunyai kekoatan hukum tetap dalam kesus sengketa tanah
ulavat, yatu;

4. Tegadinya hure-hara masa
Dalam hal ini pihak Pengadilan Meper bekerjasama dengan pihak Kepolisian
dalam melakukan pengamanan pada saat eksekusi,

b. Perlawanan secara teknik kekerasan
Perlawanan secara teknik kekerasan seperti adu fisik terhadap petugas yang
melakukan pengamanan cksekusi. Jika pihak Termohon cksekusi melakukan
perlawanan fisik terhadup petugas maka pihak Termohon eksekusi dapat diproses
sesual dengan ketentuan hukum pidana (KUHP) dan ini merupakan wewenang

mutlak dan pihak Kepolisian,
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